IIVIIL VI HRELTA
PRCTTINGE AR WA AR KT

MEMBIUMAN IS PRTT VIR WAL L
WM DA TAUN 202)

TENWTANG
IETUMSUK TS PIORETAS PENCATUMAAN DANA [IEDA
I CAVIPIKTEMN P WALATA
TAMUM ANCGORRAN 20022

LVIGAN MAMMAT TUHAN YANG MAHA E5A

BUPKTI PUKHAKAKTA,

rnitnbmng w, bmhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesiz Nomor
100K UT ) 202)  tentang  Pengelolaan  [Dana Desa
petunjuk teknis ditetapkan oleh bupati,
petunjuk teknis sehagimana dimaksud pada huruf (a)
dinyatakan dalam Peraturan Bupati Purwakarta,

Meniginipp! Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang, Dasar Negara Republik
fri1! 1 Tahun 1945,
g vUndang  Nomeor 14 Tahun 1950  tentang

J mukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
1 ngan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
da Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
oo Undang  Nomor 4 Tahun 1968 tentang
cinbentukan  Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
g, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
no 1950 tentang  Pembentukan Daerah-daerah
neoomten Dalam  Lingkungan  Provinsi Djawa Barat
(Leet crnn Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
11, mbahan  lembaran Negara Republik  Indonesia
Home 20091);

4, Und ag - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pen  enpgarann Negsra Yang Pebas dan Bersin Dari
Ko i, Kolusl dan  Nepotisme (lembaran Negara
I lik Indonesin Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
I can Megara  Republik Indonesia  Nomor 3851)

unana telah diubah dengan Undang - Undang
Womor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembcmnm@
Tindak Pidann  Korupsi (lLembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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10.

13,

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara ( Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 );
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
‘cgara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
‘lah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Angaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggara 2022
(Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2021 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noinor 6735);
Per. uran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pem! gian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pem 1intah  Daerah  Provinsi, Pemerintah Daerah
Ko paten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia
T:n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara
K. blik Indonesia Nomor 4737)
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485 );

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggara 2022 (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tent:g Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara
Rep iblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Pc  uran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dai Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
202 Tlentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nom« 961);

20. Perr  an Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1< vMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa,

(1[4L24) Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
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21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pet.:loman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1455).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Purwakarta;

Bupati adalah Bupati Purwakarta,

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten Purwakarta;

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Desa;

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berd» :arkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- o ol

o

d tau hak tradisional yang diakui dan dihormati
di sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
[ndonesia;

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi

Desa ving ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belan;.. daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
m¢ biayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pei. ingunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
penii ‘rdayaan masyarakat;

8. Indika i Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang
perlu di.inggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan

thunan pe:crintahan Daerah yang dibahas dan disetujui

hersama ole! Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daer: 1, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

10 'nggaran Pen.'apatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada
bank sentral;
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat  RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan
Gubernur, Bupati, Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran pada bank yang ditetapkan;
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT
Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
pandemi Corona virus Disease 2019 ( COVID-19);
SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh
merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan,
Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional
yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas
pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten
dan provinsi;
Rumah Isolasi Terpadu yang selanjutnya disebut Isoter
adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang
dilakukan di fasilitasi pelayanan kesehatan untuk
mendapatkan pengobatan dan perawatan ditempatkan
disatu tempat.
Rale Panggeuing adalah pos penjagaan untuk penanganan
. n penanggulangan pertama Corona virus Disease 2019 (
C VID-19) di wilayah Desa yang dibentuk dan disahkan
ol¢ Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
Mu awarah Khusus Desa yang selanjutnya disebut
Mu icsus adalah Musyawarah yang dilaksanakan oleh
" ur Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat
'k penetapan KPM BLT Desa.

BAB Il
PENGGUNAAN

Pasal 2

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian
SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan
Desa;
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b, program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa;
dan

¢. mitligasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
sesunl kewenangan Desa.

(2) Untuk mendukung Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa
wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan yang
bersumber dari Dana Desa untuk :

a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;

b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan

¢. kegintan penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID 19).

(3) Besaran Dana Desa yang digunakan sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, program perlindungan
sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling
sedikit 40% (empat puluh persen).

(4) Besaran Dana Desa yang digunakan sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, program ketahanan
pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh
persen),

(5) Besaran Dana Desa yang digunakan sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dukungan pendanaan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
paling sedikit 8% (delapan persen).

(6) Program sektor lainya.

Pasal 3

(1) BLT Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2

' uf a diberikan kepada penerima manfaat yang
nenuhi kriteria sebagai berikut :
.eluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili
i Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk
cluarga miskin yang termasuk dalam kategori
kemiskinan ekstrem.

b. Kehilangan mata pencahariaan;

¢. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis

d. Keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial
lainya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD
lan/atau dari APBN;

e. eluarga miskin yang terdampak pandemi Corona
irus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima
Jantuan; atau
Rumah tangga tunggal dengan anggota rumah tangga
unggal lanjut usia.

(2) ym hal keluarga penerima manfaat BLT Desa

igaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani,
Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian
uk.

(3) wnepala Desa menugaskan Relawan Desa Lawan Covid-19
untuk melaksanakan pendataan, evaluasi dan verifikasi
terhadap KPM

(4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus
(Musdesus) untuk menindaklanjuti hasil pendataan,
evaluasi dan verifikasi oleh Relawan Desa Lawan (Covid-
19) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
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teraluran kepaia Desa atau Keputusan kepala Desa
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Tasal 2
1 :mntah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan
zan dan hewan! sebaggaimana dimaksud dalam pasal
at 2] huruf b dalam APBDesa
erniah Desa melakukan penyesuaid . Kegialan
Janan pangan dan hewani ses u dengan
itenistik dan potens: Desa
atan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana
iksud pada ava® 2] vaitu
engembangan usaha nian, perkebunan,
perhutanan, petermakan dan/atau penkanan;
b. pembangunan lumbung pangan Desa:
pengolahan pasca panen; dan
penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai
dengan Xkewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musvawarsh Desa.

-l 5 Bl

[

L]

a N
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Pasal 5

(1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf c¢ dilakukan melalui bale panggeuing /pos
komando penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

(2) Bale Panggeuing penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :

a. Pencegahan,

b. Penanganan,;

c. Pembinaan; dan

d. Pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.

(3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan
pemberlakuan pembatasan kegaitan masyarakat mikro
di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi
sebagimana pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian
anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagimana dimaksud
dalam pasal (2) ayat (2) huruf ¢ dengan memperhatikan
tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan
setelah pemerintah Desa menganggarkan dukungan
pendanaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk
mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

(6) Pemerintah Desa dapat melakukan penyediaan rumah
isolasi terpadu yang dilaksanakan melalui Badan
Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya di sebut BKAD.

(7) BKAD sebagimana dimaksud ayat 6 (enam) berperan
sebagai koordinator pelaksanaan isolasi terpadu setelah
berkoordinasi dengan camat.

(8) !Untuk pelaksanaan secara teknis, tempat, anggaran, dan

in hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rumah

isi terpadu mandiri sebagaimana dimaksud pada

a  (6) ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala
De 1

Pasal 6

(1) : ksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa
¢ amakan secara swakelola dengan menggunakan
‘ber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan
1 banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat

Desa setempat.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
yang terlampir dalam Peraturan ini.
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BAB Il
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasnl 7

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasl atas:

a. penyaluran Dana Desa;

b. Prioritas penggunaan Dana Desa,

¢. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
d. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD,

(2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat
meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau
melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam
laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan
anggaran Negara.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
Bupati meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan
pemeriksaan;

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa,
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. hasil Musyawarah Desa; dan
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya
pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP
Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen
APB Desa
(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi
kegiatan, dan besaran anggaran,

Pasal 9

(1) P likasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
'd kukan di ruang publik yang mudah diakses oleh

syarako' Desa melalui :
. balihu
). papan nformasi Desa,

medii lel ronik;

media «clak;

media sosial;

website Desa;

selebaran (leaflet);

pengeras suara di ruang publik; dan

9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

w

N w
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(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan
permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan
dan/atau tertulis

Pasal 10

(1) Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat
dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi
Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(2) Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet
sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem
informasi Desa secara online, dapat melakukan
pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline
dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
SANKSI

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan
penyalahgunaan Dana Desa ditetapkan sebagai
tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidak
jelasan status hukum, dan/atau status keberadan
Desa, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa
diberhentikan tahun anggaran berjalan atau tahun
anggaran berikutnya.

2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara
hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan
Kepala Desa/perangkat Desa.

'} Penghentian  penyaluran Dana Desa  nonBLT
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilksanakan
berdasarkan:

Surat permohonan dari bupati;
Surat rekomendasi dari kementerian trkait.
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BAB VI !
PENUTUP !

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta ‘
Pada tanggal 31 Ogember 2021
fv BUPATI PURWAKARTA

RATNA MUSTIKA

pDiundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3! Dotember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 263

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN 1| : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 2(p3 TAHUN 2021
TANGGAL 1 31 Degember 202]
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022
BAB |
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan
berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan
saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi
Desa di masa depan

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa
diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18
(delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan,

2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; -

SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3: U . sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6: De. . layak air bersih dun san.  i; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa a; n dan nyamai
4. Desa peduli lingkunjan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbaru an;

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklin

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa
7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
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8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya Desa adaptif
Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi
COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022
diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian

SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi

nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan

bencana alam dan nonalam.
8. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional
sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan, melalui :

a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial
berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial
masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal,
penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.

c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan
meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai
kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes),
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar
wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani,
jembatan sesuai kewenangan Desa

2. pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:

a. pendirian atau revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama;

b. peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

c. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama;

d. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama; dan

e. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan 'sa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) pengelolaan pariwisata Desa;

2) Pengelolaan ketahanan pangan dan he:

3) Pengelolaan Internet Desa;

4) Pengelolaan perdagangan dan jasa;

5) Pengelolaan sampah;

6) pengelolaan hutan Desa;

7) pengelolaan air minum,;

8) pengelolaan wusaha perikanan, peternakan, pertanian dan
perkebunan; dan
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9) pengelolaan hutan adat;

{. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :

a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang
difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau perdesaan;

b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;,

c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa
dan/atau perdesaan;

d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan
sosial;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan; dan

f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi
produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai
kewenangan Desa meliputi:
I. pendataan Desa

a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;

b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;

c. pendataan pada tingkat keluarga;

d. pemu. khiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. pemetaan potensi an sumber daya pembangunan Desa

a. penyusunan p. . potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

b. pemutakhirar cta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang
sesuai kewcnangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. pengelolaan tek: ologi informasi dan komunikasi

a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang
disediakan oleh I’emerintah;

b. penyediaan inforinasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
dan

c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi
berbasis aplikasi digital meliputi:

1) tower untuk jaringan internet;
2) pengadaan komputer;

3) smartphone; dan

4) langganan internet.

d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah
Desa.
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4. pengembangan Desa wisata
a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemcliharaan sarana
dan prasarana Desa wisata;

. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis
digital;

. pelatihan pengelolaan Desa wisata;

. pengelolaan Desa wisata,

. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan ;
b. pembangunan lumbung pangan Desa;
~c. pengolahan pasca panen; dan
d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan stunting di Desa

a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa
dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development

Worker (e-HDW);

b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui
rumah Desa sehat;

c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan
anak melalui kegiatan:

1) kesehatan ibu dan anak;

2) konseling gizi;

3) Pei berian Makanan Tambahan bergizi untuk Balita dan ibu
harail;

4) air bersih dan sanitasi;

5) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan
menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administr isi kependudukan;

6) pendidiks tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak
Usia Dini 'AUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);

7) upaya penc 7ahan perkawinan anak;

8) pendayagun: n lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa
untuk pem! /gunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam
rangka per diuan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu
hamil, ba!  dan anak sekolah;

=3

-0 oo

9) peningkal apasitas bagi Kader Pemi' sunan Manusia (KPM),
kader pos:  (u dan pendidik Pendidik ak Usia Dini (PAUD);
dan

10) pemberi:: sentif untuk Kader Pem! \an Manusia (KPM),

kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
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7. Pengembangan Desa inklusif

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan
yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat
terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat
miskin, dan kelompok rentan lainnya;

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok
marginal dan rentan;

c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa;

e. pemberian insentif untuk tenaga pendidik keagamaan; dan

f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan

kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan
penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau
kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang
antara lain :

pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

Alat Pr nadam Api Ringan (APAR) di Desa

P3K = 'uk bencana;

pen  gunan jalan evakuasi;

penyediaan penunjuk jalur evakuasi;

kegiatan ta darurat bencana alam;

penyediaan (it pengungsian;

. peruuersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
rehabi' tasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
bencar. « alam; dan

j- sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya
sesuai uengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa
2. Mitigasi da 1 penang.nan bencana nonalam
a. Desa Ainan (COVID-19)
1. Penggunaan Dan. Desa untuk mendukung aksi De . Lawan
(COVID-19) antara lain :
a) Membentuk Rumai Isolasi Terpadu

o oR

- oM o

b) membentuk Bale iggeuing atau memberday :an Bale
Panggeuing yang telal, da;
c) sosialisasi dan edukasi \dap .si ke  saan baru dan penerapan

secara ketat protokol ke sehat:

d) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas
(COVID-19) Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta
kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa
khusus/musyawarah Desa insidental;

e) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer);
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f) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

g) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

h) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang
sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang
isolasi Desa;

i) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan
melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan (COVID-19)
Daerah; dan

j) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Lawan (COVID19).

2) relawan Desa Lawan COVID-19 Relawan Desa Lawan (COVID-19)
dengan struktur sebagai berikut:

a) ketua: Kepala Desa

b) wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa

c) anggota:

o perangkat Desa,

« anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

e kepala dusun atau yang setara;

s ketua rukun warga;

e ketua rukun tetangga;

¢ pendamping lokal Desa;

» pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

e pendamping Desa sehat;

o pendamping lainya yang berdomisili di Desa;

o bidan Desa;

e tokoh agama,

« tokoh adat;

« tokoh masyarakat;

e garang taruna,;

« Permberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan

o K. der Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
3) mitra:

a) bhay wngkaiu pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
(Bal nkimtibmas);

b) bint. ra p nbina Desa (Babinsa); dan

c) pent \mpi; Desa,

4) Tugas rlawa Desa Lawan (COVID-19):

a) mel «ukan edukasi dan sosialisasi \ ng adaptasi kebiasaan
baru di D'« untuk berdisiplin inenji  kan protoko .esehatan
yaitu: iakai masker, menjag, ak, menc. 1 tangan
memb mobilitas atau per; . pend: uk dan
mengh kerumunan,

b) mends iduduk rentan sakit, sej ng tua, ulita, serta

orang yuug memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan
penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak
mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring
pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik
yang telah maupun yang belum menerima; dan
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¢) melakukan  penyemprotan  disinfektan  jika  diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tnngan (hand sanitizer) di tempat umum,

d) menylapkan dan/atau  merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan,

@) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan,

serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona
Virus Disease (COVID-19);

) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau
ruang isolasi Desa; dan

g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan
COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor
telepon ambulan, dan lain-lain,

3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan melalui musyawarah Desa.,

5. Kegintan Lainnya sesuni Kewenangan Desa

Desa dapat melakukan keglatan lainnya sesuai kewenangan desa setelah

seluruh kegiatan Prioritas Dana Desa sebagaimana point B, C dan D

dilaksanakan, yaitu :

1. Bidang Pembangunan Desa;

2. Bidang Pemberdayaan Masayarakat;

3.  Dikecualikan untuk Pembangunan Balai Desa, Kantor Kepala Desa
dan tempat Ibadah tidak diperbolehkan.

BAB I
PENETA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa
1. Prioritas Peng; inaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan
Desa me gatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kew: angan Lokal Berskala Do,
2. Dalam hal Dr  tidak memiliki peraturan Hesa mengatur mengenai

Kewenangn:  Jesa Berdasarkan Hak ‘Tlsul dan Kewenangan
Lokal Bersk  Desa, dasar penentuan . 's Penggunaan Dana
Desa adalali  raturan bupati/wali kota t: : daftar Kewenangan
Desa Berda:  an Hak Asal-Usul dan K« angan Lokal Berskala
Desa sesun 1gan ketentuan peraturan ndang-und. gan.
3. Swakelola

1. Program d au kegiatan yang dibiaya n Dana «  sa harus
dilaksana! wecara  swakelola oleh sesuai .clentuan
Peraturan teri Desa Pembangunal \h Ter! ggal dan
Transmig omor 21 Tahun 2020 . Pedoi n Umum

Pembangunai iesa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.,
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2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai
Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan
kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang
dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan
pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,
Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin,
serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan
pola PKTD,;

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola
dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para
pekerja dari COVID-19, meliputii menggunakan masker,
menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja
lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit
dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman
pangan dan perkebunan;

2 pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
sayuran dan lain-lain; dan

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahanlahan

perke  nan,
b. wisata

1) keb: an tempat wisata yang dikelola badan usaha milik
Des:  n/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) kebc an tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik
Desi: 1 /atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) mem .a partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi
wi-

c. perdaga' 1 logistik pangan

1) pem .raan bangunan pasar;

2) bada  saha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersai berperan sebagai aggregator untuk membeli
komod s Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih
luas;

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama memberikan talangan kepada petani dan
pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi
yang menguntungkan di Desa.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

d. perikanan

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan lkan (TPl) dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama; dan

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan
kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar
melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa Penentuan Prioritas
Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar
program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya
pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi
dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs
Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan
Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang
ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan
masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk
masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata

2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa
(PKTD);

3. program dai. tau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan
secara swakc la dengan menggunakan sumberdaya yang ada di
Desa;

4. program dan/.tau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan
adanya kebe: njutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

5. program da. atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola
secara parti \tif, transparan dan akuntabel. Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan
potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs
Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa
(SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal
karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM
yang dimiliki oleh Desa,
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Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa
dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan

secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan
Desa;

b. dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa,

c. program/proyek masuk Desa;

d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan
Desa; dan

e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan
penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung
SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

a. w urga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana
| sa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa
1 lalui berbagai forum diskusi.

b. ' n penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah  dusun/kelompok  untuk
mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan
y..ng diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

d. hasil awarah dusun/kelompok menjadi usulan warga
dalam . . awarah Desa.

3.  Musyawarah csa

Penetapan Pric ‘tas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati

dalam Musya' rah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan

Prioritas P. 'gunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati

dalam Mus' .arah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi

pedoman d 1 penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan
APB Desu
4. Pengadaa:. ing dan Jasa di Desa
a. Desa b . melakukan tahapan perencanaan pengadaan
barang baik yang dilakukan melalui swakelola dan atau

penyedia barang/jasa pada saat penyusunan RKP Desa.
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b. Tahapan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
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